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BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN LEBONQ TAHUN ANGOGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,

Menimbang . a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa vang Bersumber dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu
menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa  ketentuan pelaksanaan PengaAnggaran,
pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pedoman
penggunaan, dan  pemantauan serta  evaluasi
pengelolaan Dana Desa dan penyaluran Bantuan
Langsung Tunai Desa telah diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan MNomor 222/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Dana Desa,

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran
2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4349);

Jalan Raya Muara Aman - Args Makmur Ma 1 Tubed Kubupalen Lebong Provinsi Bangkulu
No. Telp. (0738) 21003 Fax. (0738) 21003 Wobsite ; www labongkab go id
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Ptquang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan L{-m'lmmln Negara Hrpuhlik
Indonesia Nomor 5234), scbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Pera!urqn
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201_4
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sehagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau dalam rangka
menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stalilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6415);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 6570);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah diubah dengan Pematuran Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);
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Menetapkan

9.

10. Peraturan

ytah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
wer dlnrd Anggaran PPendapatan

dan  Belanja Negara {lLembaran H'rpr_,nrn' Kepublik
Indonesin  Tahun 2014 Nomor 16H, l'nrnlm_t]nn
Lembaran Negara Republik [ndonesia MHamaor 5.':-.:8!,
sebagaimana telnh diubah  heberapa kah Ir-r.'fkhlr'
dengan Pernturan Pemerintah Nomor 8 Tahun _.Et'}ll";-
tentang Perubahan Kedun Ataa Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tenlang Dana  Desa ‘r’nrrg

Pendapatan dan Belanja

Bersumber dan Anggaran |
Negara (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Pernturan Pemerit
Dann Desn Yang Heruuml

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

12. Peraturan Menteri Desa,

2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

611);

Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1035);

13. Peraturan Menten Keuangan Nomor

222,:"[’!'-1!{.!3?{2020 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1641);

14, Peraturan Daerah Kabupaten lLebong Nomor 8 Tahun

2018 tentang Administrasi Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018
Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebong Tahun 2020 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

¢ PERATURAN BUPATI LEBONG TEN

7 TANG TATA CARA
ggﬂﬂhﬁlﬂﬂ DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
s IAP DESA DI KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN
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BAIY 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupalti Lebong ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

1

12.

Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desn, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakal setempal !J‘ff”!“"ﬂrka"
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia,

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara vang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong dan
digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,
pelaksanaan  pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan, dan
pemberdavaan masvarakat.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa;

Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat
KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
memperoleh kuasa dan Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan
sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat
APBDes, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemenntahan Desa.
Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada
bank sentral.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan-
penerimaan daerah pada bank yang ditetapkan,

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat
pen_v:il:npanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penenimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada
bank yang ditetapkan.

Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjunya disingkat BLT Desa
adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu
di Des.a_ yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak
ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
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BAB 11
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Lebong Tahun
Anggaran2021dialokasikan secarn merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;

b. Alokasi Afirmasi;

c. Alokasi Kinerja; dan
d. Alokasi Formuyla.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
adalah alokasi yang dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran

Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan
klaster jumlah penduduk,

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal vang
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara
proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang
memmuliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 5

(1) Alokasi kinerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c,adalah
alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja
terbaik.

(2) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa
dengan kinerja terbaik.

(3) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah
Desa nasional yang memiliki penilaian kinerja terbaik.

Pasal 6

(1) Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator
jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayan Desa, dan
tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.

(2) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi
berdasarkan indikator:

a. Jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);

b. Angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
¢. Luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan

d. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
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Pasal 7

Pengalokasian rincian Dana Dena wsetinp Daernh Kabupaten sebagaimana

dihitung dengan menggunakan rumus:
DD Kahb = AD Kabh + AA Kab+ AK Kah + AF Kab

Keterangan:

DD Kab = Dana Desa setiap Daerah Kabupaten

AD Rab = Alokasi Dasar setiap Daerah Kabupaten
AA Kab = Alokasi Afirmasi setiap Daeah Kabupaten
AF Kab = Alokasi Formula seliap Daerah Kabupaten

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lebong
Tahun Anggaran 2020 scbagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lebong ini.

BAB 1
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

(2) Penvaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan
melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten Lebong dan penvaluran dana
hasil pemotongan Dana Desa ke RKD;

(3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana
Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dilaksanakan
berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dan Bupati;

(4) Penvaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

a. Tahap Isebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap

Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setap Desa
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu
sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januan; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai
dengan bulan kelima paling cepat bulan Januan untuk bulan
kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk
bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

b. Tahap Il sebesar 40% (empat puluh persen) dan pagu Dana Desa setiap

Desa, dengan nncian:

1. 40% (empat puluh persen) dan Pagu Dana Desa setiap Desa
dikurangi kebutuhan Danan Desa untuk BLT Desa bulan keenam
sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai
dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan
keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk
bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

c. Tahap lll sebesar 20% [dua puluh persen) dan pagu Dana Desa setiap

Desa, dengan rincian:

1. 20% (dua puluh persen) dan pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai
dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
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2. Kebutuhan Dana Desa untuk DLT Desa bulan Lrﬂrhdzarqﬂll?ﬁzk
dengan bulan kedua belas paling cepal Bulan H:wlrmbt; £ake
bBulan kesebelas dan paling cepit nkhir bulan November

kedua belas.

Ppand 10

(1) Penvaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dann Alokasi
Khusus Msik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran
dan Bupan secarn bertahap dan benar, dengan ketentuan;

A Tahap | berupa: , y

L. Peraturan Dupati mengenai Tutn Carn Pembngian dan Penetapan
Rincian Dana Desa setinp Desa atau Keputusan Bupati mengenai
penetapan rincian Dana Desa setinp Desa; dan

2. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa;

b. Tahap 1l Berupa:

1. Laporan realisasi penyverapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya;

2. Laporan realisasi dan capaian kelunran Dana Desa Tahap |
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling @Jkll sebesar
S0% (lima puluh  persen] dan rata-rata  capaian  keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
dan Dana Desa tahap 1 vang telah disalurkan; .

3. Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penenma
manfaal BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan
tidak terdapat kelunrga penerima manfaat BLT Desa; dan

4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di
RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal
dan:

a) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun
Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
b) Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai
dengan Tahun Anggaran 2019, dan
c. Tahap Il berupa:

1. Laporan realisasi penverapan dan capaian keluaran Dana Desa
sampai dengan tahap 1l menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan
paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata
capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen) dari Dana Desa tahap 1l yang telah disalurkan;
dan

2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
anggaran sebelumnya.

(2) Bupati  bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kuasa
pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat
penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap |
pertama kali.

(3) Capainn keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2
dan huruf ¢ angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata presentase capaian
keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa,

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf ¢ angka
ldilnkukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian
keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

(5) D.nkumt-p persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati,
Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
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(6) Dokumen persyaratan penyaluran Dann e, Hrhng'mmhﬂ"rzc:“?]adﬂ“f
pada ayat (1) disampaikan dalam hentuk dokumen fisik (ha PY

atau dokumen elektronik (soltcopy). . i
(7) Dokumen elektronik (softcopy) sebagnimanit dimaksud pada ayat (6) diolah

dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoning Sistem Perbendaharaan
dan Anggaran Negarn (OM SPAN).

Pasal 11

(1) Dana Desa tahap | untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai
dengan bulan kelima Pasal 11 ayat (4) hurul a angka 2, disalurkan
dengan ketentuan:

a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) hl;rl-lf
a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penenma man an}:
setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untu
penvaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan _

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan pulan kelima
untuk masing-masing bulan disalurkan 3ctcla!1 Bupati melakukan
perekaman realisasi jumlah keluarga penenma manfaat bulan
sebelumnya.

(2) Dana Desa tahap 1 untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai
dengan bulan kelima Pasal 11 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan
dengan ketentuan:

c. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf
a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat
setiap bulan yang berlaku selama 12 [dua belas) bulan untuk
penvaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan

d. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima
untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnya.

(3) Penyaluran Dana Desa Tahap 1l untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud
Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan
bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupau
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnya.

(4) Penyaluran Dana Desa Tahap Il untuk BLT Desa untuk bulan kesebelas
sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan

setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat bulan sebelumnya.

(5) Perekaman dilakukan melalui aplikasi Online
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

(6) Untuk perekaman relaisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.

(7) Jumlah keluarga penerima manfaat merupakan jumlah yang diperoleh

dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu

tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima

manfaat BLT Desa tahun berkenaan,

Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT dana Desa,

Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud Pasal 11
ayat (4] tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

Monitoring Sistem

(8)



peraturan kepala desa mengenai

(9) Dalam hal n )
al terdapat perubaha bupati menyampaikan

Penetapan kelyar nerima manfaat BLT Desa, | ) G
perubahan |'sc-rm-.ﬁf‘n|!|wkrpn1n desa dimaksud melalui ﬂnlm:lwunl‘mrll:ngt
Sigtem Pﬂ'hrndnhnrﬁﬂn dan Anggaran Negara (OM SPAN|] paling lamba
tanggal 31 Desember. i
(10) Dalam hal Wt“{:ﬁr:;_m Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak
dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untaX
untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang :t;ell{m.-:]1sa]urkﬂﬂ e
dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah kelvargm
penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya. . ) i
(11) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaal yang tc:rlah direalisasikan
lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang
telah terekam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kedua sampai denpan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar
kebutuhan BLT Desa setiap bulan, I
(12) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi

jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Pasal 12

(1) Dalam rangka penyvampaian dokumen persyaratan penyaluran, Kepala
Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati,
secara lengkap dan benar dengan ketentuan:

a. Tahap | berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
b. Tahap Il berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya;

2. Laporan realisasi dan capaian keluaran Dana Desa Tahap |
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
dari Dana Desa tahap | vang telah disalurkan;

3. Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan
tidak terdapat Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa; dan

4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa
Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD
antara Pemenintah Daerah dan Pemerintah Desa: dan

c. Tahap Ill berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
sampai dengan tahap Il menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan
paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata
capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh
guluh lima persen) dari Dana Desa tahap Il yang telah disalurkan:

an

2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
anggaran sebelumnya.



Pasal 13

(1)Dalam rangka penyaluran Dana Desa tnhap | untuk kebutuhan BLT Desa
bulan kesatu sampai dengan bulan kelima, Kepala Desa memenuhi
kebutuhan:

a. Persvaratan sebagaimana dimaksud dalam IP'asal 12 ayat (1) hururfa
dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap
bulan yvang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran
Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan

b. Dana Desa untuk DLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan
kelima masing-masing bulan disalurkan setelah I_'l:r-pﬂla Desa
menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penenma manfaat
bulan sebelumnya kepada Bupati,

(2)Penyaluran Dana Desa tahap Il untuk BLT Desa bulan keenam sampai

dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala

B Desa menvampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
i bulan sebelumnya kepada Bupati.

(3)Penyaluran Dana Desa tahap Il untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai
dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah kepala
Desa menyvampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
bulan sebelumnya kepada Bupati;

(4)Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat bulan kedua belas kepada bupati paling lambat minggu ketiga
bulan Desember.

(5)Jumlah keluarga penerima manfaat pada ayat (1) huruf a merupakan
jumlah vang dipercleh dar realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

(6)Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai

:_i‘, penetapan  keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepala Desa
menyampaikan perubahan perturan kepala Desa dimaksud kepada bupati
paling lambat bulan ketiga bulan Desember.

(7)Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Desa.

BAB IV
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN
Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan
Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

(2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana
Desa, Pemerintah Daerah melakukan pencatatan pendapatan dan belanja
atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

(3) Pencatalan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran Dana desa dari aplikasi

g;:ﬂf Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM
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(4) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dengan SP2D Pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan Dana Desa dari

aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
(OM SPAN).

BAB V
PENGGUNAAN
Pasal 15

(1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan dan
pengembangan sektor prioritas di Desa. _
(2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa janng
pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan
menengah. Sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa

melalui Badan Usaha Milik Desa.

(3) Pengembangan sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian,
peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan
fasilitas kesehatan.

(4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT
Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

(5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona
Virus Disease2019 (COVID-19).

(6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman
pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan dana Desa.

Pasal 16

(1) Pemerintah Desa wajib menganggaran dan melaksanakan BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
(2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria:
a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa
bersangkutan; dan
b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH),
Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program
bantuan sosial Pemerintah lainnya.

(3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk
kebutuhan pembelian puputk.

[4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Eerdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala

esa.

(5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS) dari Kementerian Sosial.
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(6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama
sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

[7) Pembayaran BLT Desa sebagnimana dimaksud pada ayat (6)

dilaksanakan selama 12 {dua belas) bulan mulai bulan Januari.

(8] Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan
kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas
selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa

- selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.

Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan
kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa, selisih lebih Dana Desa
untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan
ekonomi lainnya di Desa. .
Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, selisih
lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk
kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.

(11) Ketentuan mengenai kriterin, mekanisme pendataan, penetapan data
keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksankana sesuai dengan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa.

(10)

Pasal 17

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan secara
swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan

diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat
Desa setempat.

Pasal 18

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak
termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang
menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) telah
terpenuhi.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada
saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 19

(1) Kepala Desa bertanggung jawahb atas penggunaan Dana Desa termasuk
palaksanaan BLT Desa.

(2) Pemenintah  Daerah  bertanggung jawab terhadap ketercapaian
kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran Dokumen
persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.

(3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umun dan KPA Penyaluran Dana

Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak bertanggung jawab atas

- penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah
sa.
(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah da

pat melakukan pendampingan atas
penggunaan Dana Desa sesuai kewena =

ngan masing-masing.



4

AL VI
PEMANTAUAN DAN FEVALUASI
Pannl 20)

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluas atas:
A Sisa Dana Denn o RKD, dan/ atau
ho Capainn kelunran Dinnn Denn,
(2) Bupati melakukan pemantaunn dan evalunsi atan sisa Dana Desa di RKD

sebagaimana dimakml paila syt (1) harul a dengan meminta penjelasan
kepada kepala Denn mengenai sinn Dann Dena di KD,

(3) Bupati melakukan pemantaunn dan evaluasi atas capaian keluaran Dana
Desa sebagnimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan
pengecekan atan kewajonran data dalam laparan capaian keluaran yang
akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan
dan Anggaran Nepara (OM SPAN), .

(4) Dalam hal terdapat indikansi penyalahgunaan Dana Desa, bupati dapat

meminta  Aparal Pengawas [nternal Pemerintah Daerah melakukan
pemeriksaan,

BAB V
SANKSI
Pasal 21

(1) Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat
melakukan penghentian penyvaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan
dan/ atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan
Desa, berupa:

a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan
sehapai tersangka; atau

b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/ atau ketidakjelasan
status hukum.

(2) Bupati  melakukan pemantauan atas proses perkara hukum
penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Dalam hal Kepala Desa telah diletapkan sebagai tersangka, Bupati
menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa
kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan.

(4) Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:

a. Surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
atau

b. Surat  rekomendasi  dari  kementerian/ lembaga terkait atas
permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,



(5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohenan dari

Bipau scbqgalmlnna dimaksud pada ayat 1) huruf a atau surat
rekomendasi darj kementerian/lembaga (erknit sebagaimana dimaksud
pa-:lla avat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap
berikutnya setelah suran dimaksud diterima.

(6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada
avat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap lll tahun anggaran
berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anpgaran
berikutnya dihentikan,

(7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat {6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan
Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 22

(1) Dana Desa vang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD. .

(2) Desa vang dihentikan penvaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (4) hurufl a, berhak mendapatkan pt_ﬂb'ﬂll“'ﬂ“ Dana
Desa pada tahun anggaran berikutnya periode penghentian penyaluran
Dana Desa,

(3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada. ayat (2)
dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan menerima surat permochonan pencabutan pengll'lennan
penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun
anggaran berjalan.

(4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa
sehagaimana dimaksud pada ayvat (3) diterbitkan setelah terdapat
pericabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka,
danatau/ putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa, dilaksanakan setelah
Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima
surat rekomendasi pencabutan penghentian penyvaluran Dana Desa dan
kementerian/lembaga terkail paling lambat 30 Juni tahun berjalan.

{(6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau
surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5] diterima setelah
tanggal 30 Juni tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk
Desa tersebul telah dialokasikan.

(7) Direktur Jenderal Penmbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan
dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3] atau surat
rekomendasidari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan
disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan
Bupati atau kementerian flembaga terkait.

Pasal 23

[“DEL].HJ'I‘!. hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9
(sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi
pemotongan Dana Desa sebsar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa

) yang akan disalurkan pada tahap Il Tahun Anggaran 2021,

{ chn}'ﬂJurgn Dana Desa tahap Il sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sctiap tahapan.



(3) Pengenaan sanksi ke

/ wat (1 r:lj:::;TIikRHDRS:IHP;mﬁgln11?'11”[;:;::]{?'?‘ A b Lo
e B D e, it e 2

" Elzli%larann S:EtiEID bulannya. I knteria dan/atau tidak tersedia cukup

[ dimaksTélS;:;?:a:va?e[? k-husuﬂf"mUB}‘ﬂwamh insidentil sebagaimana
= ditetapkan dalamperaturan kepala Desa yang

diketahui oleh Pem rin r Upate
! erintah Daerah kab ‘ itunj
- P ; _ abupaten atau pejabat yvang ditunjuk.

: : Yang akan dikenakan sanksi pemotongan
:Elll'igalrnanal dlmak?”‘]_Pallﬂ ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam
{3}:1 g;lﬂgfhne Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Pasal 24

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua
belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana
Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan

. ) disalurkan pada tahap Il Tahun Anggaran 2022,

(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa
khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima
manfaat BLT Desa yvang memenuhi kritena.

(3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang
diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
oleh Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi
Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistemn
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat
penyaluran Dana Desa tahap Il pada Tahun Anggaran 2022,

BAB VI
- KETENTUAN PENUTUP

’/r,’/ Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lebong
Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian

Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020 dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku.
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Pasal 26
Peraturan Bupati ini myjg;

_ berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui

Bupati ini memerintahkan pengundangan Peraturan
? dengan menempatkannya dalam Berita Dzeragh Kabugpaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 3 Maret 2021

A BPPATI LEBDNG.%’

‘W{xdPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal aret 2021

SEKRETARIS ATEN LEBONG,

i — "

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 14

_Hj
| | PATENLEBONG
PEMERINTAH KABU

BACANHUKUN

FENELARH PRODUK UK
BIPENLERDNG _
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